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PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PATI,

bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019,
pada pengaturan Pengadaan Barang/Jasa belum diatur
ketentuan mengenai pemberian kesempatan dalam hal
penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang . . .



10.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5280);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

11. Undang-Undang . . .



11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3950);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

15. Peraturan . . .



15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

20. Peraturan . . .



20.

21.

22.

23.

24.

25.
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan . . .



26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

29. Peraturan . . .



29.

30.

31.

32.

33.

34.
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

35. Peraturan . . .



35.

36.

37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 110);

41. Peraturan . . .



41.

42.

43.

44.

45.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pati Nomor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati

Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pati tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2011 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 58) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 59) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 123);

46. Peraturan . . .



46.

47.

48.

49.
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Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 112);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 61) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Nomor 111);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

50. Peraturan . . .



50.

51.

52.

53.

54.

55.
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Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 40) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 64 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Pati Tahun 2017 Nomor 64);

Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Pati Tahun 2016 Nomor 76);

Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 20);

Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 49);

56. Peraturan . . .



Menetapkan :
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56. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 79);

57.Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 80);

58. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor
83);

59. Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Mengubah Lampiran IV Peraturan Bupati Pati Nomor 111 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 111) menjadi
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 5 Maret 2019
BUPATI PATI,

Ttd.
HARYANTO
Diundangkan di Pati

pada tanggal 5 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan sesuail dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 111 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2019

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PELAPORAN

DAN PENGAWASAN KEGIATAN

L. PELAKSANAAN
A. PENGADAAN BARANG/JASA

1.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan peraturan perundangan lain yang berlaku.

Ruang lingkup pengadaan barang/jasa meliputi :

a.

Pengadaan  Barang/Jasa di lingkungan  Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran

belanja dari APBN/APBD;

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja
dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a,
termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah
dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah; dan/atau

Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja
dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a
termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar

negeri.

Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas:

a.

b.

d.

PA;

KPA;

PPK;

Pejabat Pengadaan;

Pokja Pemilihan;
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Agen Pengadaan;
PjPHP/PPHP;
Penyelenggara Swakelola; dan

Penyedia.

Tugas PjPHP dan PPHP

a.

PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). PPHP berjumlah gasal
paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pemberian Kesempatan

a.

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai
masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa
Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan maka PPK
memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan
pekerjaan dan dituangkan dalam adendum kontrak yang di
dalamnya mengatur tentang waktu penyelesaian pekerjaan,
pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan
perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pemberian kesempatan
kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan
50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan dan dapat melampaui tahun anggaran.
Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran
berikutnya dibebankan pada DPPA tahun anggaran berikutnya
melalui perubahan APBD.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus berpedoman pada

ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan

barang/jasa.



B. PENYERAHAN HASIL KEGIATAN KE BUPATI
1. PA/Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian
pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan
memperhatikan standar waktu dan kualitas pekerjaan yang

mencakup penyelesaian pekerjaan maupun penyerapan keuangan.

2. PA/Pengguna, menyerahkan hasil-hasil kegiatan yang dapat
menimbulkan dan/atau menambah aset kepada Bupati selaku
pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah lewat
Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah setelah kegiatan
selesai 100 % dengan Berita Acara untuk selanjutnya dicatat

sebagai aset daerah.

3. Berita Acara sebagaimana dimaksud angka 2 diatas ditandatangani
oleh Kepala SKPD selaku pengguna Barang/Jasa sebagai pihak
pertama dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah

sebagai pihak kedua.

4. Sekretaris Daerah memproses penyerahan hasil-hasil kegiatan
tersebut selanjutnya diserahkan kembali kepada Kepala SKPD

selaku pengguna barang milik daerah untuk pemanfaatannya.

5. Apabila diketahui terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam
pelaksanaan pekerjaan atau penggunaan keuangan yang belum
diketahui pada saat penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud,
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/Pengguna yang

bersangkutan.

C. PENGADAAN TANAH
Pelaksanaan pengadaan tanah mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun
2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang

Bersumber dari APBD, dan peraturan perundangan lain yang berlaku.



II. PENGENDALIAN
A. AZAS PENGENDALIAN

Pengendalian program kegiatan dimaksudkan agar pelaksanaan dapat

mencapai target rencana indikator kinerja program, target kegiatan

tepat sasaran dan manfaat dengan pengertian:

1.

Indikator Kinerja Program : Keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima
manfaat dalam  periode waktu
tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa
kegiatan dalam satu program

Tepat Waktu : Setiap kegiatan harus dilaksanakan
sesuai dengan jadwal waktu yang
telah ditetapkan dalam batas waktu
satu tahun anggaran

Tepat Mutu : Pelaksanaan kegiatan harus
dilaksanakan sesuai dengan
persyaratan teknis yang ditetapkan

Tertib Administrasi : Kegiatan harus dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundangan yang
berlaku

Tepat Sasaran : Kegiatan harus dilaksanakan sesuai
dengan sasaran teknis fungsional
yang telah  ditetapkan  dalam
perencanaan

Tepat Manfaat : Kegiatan yang dilaksanakan dapat
memberikan manfaat sosial dan
ekonomi yang semaksimal mungkin,
sebagaimana  ditentukan dalam

perencanaan

B. MEKANISME PENGENDALIAN

1.

Pengendalian Umum

Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah mempunyai kewenangan
melaksanakan pengendalian semua kegiatan pembangunan.
Kewenangan pengendalian kegiatan pembangunan sebagai
implementasi APBD dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.



2. Pengendalian Program dan Kegiatan SKPD
Pengendalian program dan kegiatan di lingkup SKPD dilakukan oleh
masing-masing Kepala SKPD selaku PA/Pengguna dan PPTK selaku
Pengendali Kegiatan. Realisasi indikator kinerja program, capaian
fisik dan serapan anggaran kegiatan dari masing-masing SKPD
disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati dengan tembusan Bagian Pembangunan Sekretariat
Daerah, untuk selanjutnya Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Pati menghimpun dan menganalisis hasil
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
dari masing-masing SKPD sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

3. Bentuk Pengendalian
a. Pengendalian Program

Pengendalian terhadap pelaksanaan program untuk

mengidentifikasi perkembangan pelaksanaan program

sebagaimana telah direncanakan dalam waktu dan target
capaian.
b. Pengendalian Administrasi

Pengendalian terhadap mekanisme administrasi kegiatan untuk

mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai

peraturan perundang-undangan.
c. Pengendalian Fisik/Lapangan

1) Pengendalian fisik/lapangan dilakukan dengan cara
pemantauan langsung ke lokasi kegiatan dengan tujuan
supaya pelaksanaan kegiatan sesuai bestek/gambar/desain,
rencana anggaran biaya (RAB). Pemantauan ke lokasi kegiatan
juga meneliti kesesuaian kelengkapan pelaksanaan kegiatan
yang meliputi: direksi kit, papan nama kegiatan, jadwal
pelaksanaan, buku direksi, laporan tingkat kemajuan per
minggu, buku material.

2) Pemantauan lapangan dilakukan oleh PA selaku Pengendali
Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya untuk
dilakukan analisis.

3) Waktu pemantauan lapangan dilaksanakan secara periodik

(terprogram) maupun insidentil (mendadak).



d. Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan

(RAKORPOK)

Rakor pengendalian kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tingkat SKPD, dilaksanakan pada masing-masing SKPD yang
dipimpin oleh PA dan dilaksanakan minimal sekali dalam
sebulan, dengan mengundang Pengendali Kegiatan, Pembantu
Pengendali Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
Hasil pelaksanaan rakor pengendalian tersebut disampaikan
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pati lewat Kepala Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dengan
tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati sebagai bahan pelaksanaan RAKORPOK
tingkat Kabupaten.

2) Tingkat Kabupaten, yaitu rakor pengendalian kegiatan
pembangunan yang diikuti oleh semua PA/Pengguna dan
dipimpin langsung oleh Bupati/Wakil Bupati. Pelaksanaan
rakor sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun pada
setiap akhir triwulan. Sebagai SKPD penyelenggara adalah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

C. Dokumen Pengendalian
Untuk pelaksanaan pengendalian kegiatan, DPA-SKPD yang telah
disahkan wajib digandakan dan disampaikan kepada yang
melaksanakan fungsi PPKD, Inspektorat Kabupaten Pati dan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 1 (satu) minggu setelah
pengesahan.

III. EVALUASI

A. Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja SKPD
Evaluasi hasil rencana kerja SKPD menunjukkan penilaian atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
dengan sasaran dan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam
rencana kerja masing-masing SKPD. Evaluasi hasil rencana kerja SKPD
menggunakan penilaian/evaluasi terhadap realisasi DPA-SKPD, untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan
dana dan kendala yang dihadapi, serta untuk memastikan bahwa
indikator kinerja program dan kegiatan rencana kerja SKPD yang dapat
dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran renstra SKPD
serta visi, misi, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah

lingkup kabupaten.



IV.

B. Mekanisme Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Evaluasi hasil rencana kerja di lingkup SKPD dilakukan oleh masing-
masing Kepala SKPD selaku PA/Pengguna setiap triwulan dalam tahun
anggaran berjalan. Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala SKPD melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi rencana kerja
tersebut disampaikan kepada Bupati Pati melalui Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, paling lambat 7
(tujuh) hari kerja pada bulan pertama triwulan berikutnya. Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati melakukan
evaluasi terhadap hasil rencana kerja SKPD dan dalam hal hasil
evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka
Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan
selanjutnya hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan disampaikan
kembali kepada Bupati Pati melalui Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. Hasil evaluasi rencana kerja
SKPD ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja berikutnya.
PELAPORAN
Sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
khususnya untuk  mengantisipasi ketidaksesuaian/penyimpangan/
kesalahan antara rencana dan pelaksanaan APBD, dan upaya percepatan
pelaksanaan kegiatan (keseimbangan antara kemajuan fisik dan
penyerapan dana) serta untuk memberikan masukan terhadap
penyusunan kebijakan pada tahun yang akan datang, setiap pengguna
anggaran/pengguna barang/jasa diwajibkan untuk menyampaikan laporan
sebagai berikut:
A. Laporan Bulanan
1. Laporan bulanan dibuat SKPD tiap bulan dalam format laporan
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang didapat dari “Kurva S”
mingguan. Laporan ini memuat target fisik, realisasi fisik, realisasi
keuangan dan tanggal pengisian laporan sebagaimana format
terlampir (RFK-1, RFK-2 dan RFK-3). Laporan tersebut disampaikan
paling lambat tiap tanggal S5 (lima) bulan berikutnya kepada
Sekretaris Daerah  Kabupaten Pati lewat Kepala Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, dengan
tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Pati.



2. Laporan bulanan dana Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
dilaporkan tiap bulan kepada Bupati Pati lewat Sekretariat Daerah
Kabupaten Pati selaku sekretariat kegiatan, dengan tembusan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati
dan Kepala BPKAD Kabupaten Pati, paling lambat tanggal 5 (lima)
bulan berikutnya, sebagaimana format laporan terlampir.

3. Laporan bulanan Dana Alokasi Khusus (DAK) disusun oleh Kepala
SKPD penerima DAK sesuai alokasi bidang yang diterima sebagai
persyaratan pencairan. Laporan tersebut meliputi :

a. Penggunaan sisa DAK tahun berkenaan maupun sisa tahun-
tahun sebelumnya;

b. Nomor dan tanggal SP2D;

c. Nilai DAK (10% dari pagu alokasi DAK)

Laporan disampaikan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Pati Up
Bidang yang membidangi dengan tembusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pati yang membidangi selambat-lambatnya

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

B. Laporan Triwulan

Merupakan laporan yang dibuat SKPD penerima Dana Alokasi Khusus
(DAK), Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dari Provinsi, Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)/Urusan Bersama (UB) tiap
akhir triwulan sesuai format terlampir. Laporan DAK dan Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat tiap
tanggal 5 (lima) triwulan berikutnya kepada Bupati Pati lewat
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati selaku sekretariat kegiatan, dengan
tembusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati,
sedangkan Laporan TP/UB disampaikan kepada Bupati Pati lewat
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati,
dengan tembusan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dan Kepala
BPKAD Kabupaten Pati selaku PPKD sebagai Koordinator Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tugas

Pembantuan/Urusan Bersama Wilayah.



C. Laporan Semesteran
1. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan

Belanja.

a. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD disertai prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagai hasil pelaksanaan
anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD disiapkan oleh PPK- SKPD dan di sampaikan
kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai
laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD  disertai  prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester
pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

c. Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD
sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama
APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester
pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

d. PPKD menyusun Laporan Realisasi Semester pertama APBD
dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah.

e. Laporan Realisasi Semester pertama APBD dan prognosis untuk
6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD dan
Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun
anggaran berkenaan.

2. Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Laporan yang dibuat SKPD penerima dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau (DBHCHT). Laporan tersebut disampaikan paling lambat

tiap tanggal 10 (sepuluh) Juli dan 10 (sepuluh) Desember pada

tahun berkenaan kepada Bupati Pati Lewat Sekretariat Daerah

Kabupaten Pati, dengan tembusan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
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D. Laporan Akhir Tahun
1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kepala SKPD berkewajiban membuat LPPD yang disampaikan
kepada Sekretaris Daerah lewat Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,
selanjutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menyusun dan
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri melalui

Gubernur paling lambat minggu Il (kedua) bulan Maret.
2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

Kepala SKPD berkewajiban membuat LKPj yang disampaikan
kepada Sekretaris Daerah lewat Sekretariat Daerah Kabupaten Pati
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran,
selanjutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Pati menyusun dan
menyampaikan LKPj kepada DPRD paling lambat minggu I

(pertama) bulan Maret.
3. Laporan Keuangan dan Kinerja

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah
Daerah wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan

laporan kinerja.
a. Laporan Keuangan
1) Laporan Tahunan SKPD

a) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun
anggaran berkenaan dan di sampaikan kepada kepala
SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

b) Laporan keuangan disampaikan kepada PPKD sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

c) Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati
melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

d) Laporan keuangan disusun oleh pejabat pengguna
anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang

berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.
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Laporan keuangan SKPD terdiri :

(1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

(2) Neraca;

(3) Laporan Operasional (LO);

(4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

(5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat
pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD
yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan system pengendalian
intern yang memadai dan standart akuntansi
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2) Laporan Tahunan PPKD

a)

b)

d)

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah
dengan cara menggabungkan laporan-laporan
keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
Laporan Keuangan pemerintah daerah disampaikan
kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:

) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

) Neraca;

(1

(2

(3

(4) Laporan Operasional (LO);

(5) Laporan Arus Kas (LAK);

(6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

(7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai
dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan

Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri

dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan

keuangan BUMD /perusahaan daerah.
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f) Laporan keuangan pemerintah daerah dilampiri
dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya
telah diselenggarakan berdasarkan system
pengendalian yang memadai, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

g) Laporan keuangan disampaikan kepada bupati kepada
Badan pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan
pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

h) Sebelum Laporan Keuangan diserahkan ke Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK), terlebih dahulu direview
oleh Inspektorat Kabupaten Pati.

) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

b. Laporan Kinerja (LKjIP)
Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-
masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing
program yang tercantum dan ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan APBD Kabupaten. Bentuk dan isi Laporan Kinerja
merupakan perbandingan antara DPA dan realisasi setelah
berakhirnya pelaksanaan APBD Kabupaten yang dituangkan
dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Kepala
SKPD selaku PA /Pengguna menyusun LKjIP  dan
menyampaikan kepada Bupati Pati Lewat Sekretariat Daerah
Kabupaten Pati dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Pati
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan
APBD Kabupaten untuk dihimpun dan dianalisis yang
selanjutnya  disampaikan kepada Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Gubernur. LKjIP
dimaksud akan dipergunakan sebagai lampiran laporan
keuangan atas pelaksanaan APBD sesuai dengan tata cara dan

format terlampir.
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c. SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi,
Tugas Pembantuan (TP), Usaha Bersama (UB) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) juga wajib menyusun laporan keuangan
dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi,
Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk
disampaikan kepada Bupati sebagaimana nomor 1 dan 2 dan
Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Selanjutnya Bupati
menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait
serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Laporan
keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan Dana
Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

d. SKPD yang mendapatkan/melaksanakan kegiatan bersumber
dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib membuat Laporan
Akhir Dana Alokasi Khusus, disampaikan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Bupati Pati
Lewat Sekretariat Daerah Kabupaten Pati selaku sekretariat
kegiatan, dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dan Kepala BPKAD,
dengan format sistematika laporan akhir DAK terlampir.

e. Kepala SKPD selaku PA/Pengguna berwenang dan
bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan Laporan
Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya
kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lewat Kepala
BPKAD. LBPS tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang
paling lambat akhir bulan Juli, sedangkan LBPT disampaikan
kepada Pengelola Barang paling lambat akhir bulan Januari
tahun berikutnya.

Pernyataan Pengelolaan APBD

Masing-masing Kepala SKPD selaku PA/Pengguna memberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah.
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PENGAWASAN

Inspektorat melakukan pemeriksaan secara periodik pada SKPD, yang

melaksanakan kegiatan dana APBD Kabupaten Pati dalam rangka

mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Untuk itu

Inspektorat mewajibkan kepada PA untuk lebih tertib dalam :

A.
B.

Pelaksanaan kegiatan di SKPD sesuai dengan DPA yang telah disahkan.
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah
ditetapkan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan.

. Disiplin menyusun laporan keuangan baik bulanan, triwulanan,

semesteran dan akhir tahun anggaran/Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan pada SKPD hendaknya dapat

disederhanakan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih efektif.

Pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengendalian intern atas
penyelenggaraan urusan yang menjadi tanggungjawabnya untuk
memastikan dan menjamin tercapainya visi, melalui misi, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan SKPD sesuai Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP).

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010



